BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN TENTANG TINDAK
PIDANA PENJUALAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Banjarmasin

Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin di tempatkan secara resmi
sejak tanggal 1April 1991, akan tetapi diserah terimakan secara resmi
kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diresmikan oleh
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Selatan

pada tanggal 4 Februari 1993.

Pengadilan Negeri Banjarmasin beralamat di Jalan D. I Pandjaitan
No. 27 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Telp. (0511) 3352859, Fax.
(0511) 3353263. Terletak dengan areal tanah seluas 2.586 m” serta luas
bangunan 1.500 m” dan berlantai dua, memiliki 4 (empat) buah ruang
sidang yang terdiri dari 3 buah ruangan sidang biasa dan satu buah ruang

sidang utama yang dipergunakan untuk sidang dan pertemuan.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin antara lain:

1. Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah.
2. Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara.

3. Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan.

43



44

4. Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat.

5. Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Banjarmasin antara lain:
(1) Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin (2) Wakil, (3) Hakim, (4)
Panitera/Sekretaris. (5) kepaniteraan yang terdiri atas : Wakil Panitera,
Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti. (6)
kesekretariatan terbagi atas: Wakil Sekretaris dan Kepala Sub Bagian. (7)

Staf Pelaksana, (8) Honorer.

Visi Pengadilan Negeri Banjarmasin ialah:

Terwujudnya Pengadilan Negeri Banjarmasin Yang Berwibawa,

Bermartabat dan Akuntabel.

Misi Pengadilan Negeri Banjarmasin ialah:

1. Meningkatkan imparsialitas pengadilan.

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak,
untuk meningkatkan pelatanan prima.

3. Meningkatkan kualitas dan wibawa kepemimpinan pengadilan.

4. Meningkatkan kualitas dan transparansi pengadilan.

Pengadilan Negeri Banjarmasin merupakan peradilan umum

sebagai anak satuan kerja dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas

pokok & fungsi yang sama yaitu sebagai pelaksana kekuasaan
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kehakiman yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara yang masuk ditingkat pertama.

B. Proses Pemeriksaan Anak Penjual Narkotika Nomor. Putusan 05/Pid Sus-
.Anak/2015/PN. Bjm

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, ada tiga

jenis pemeriksaan dipersidangan pengadilan, yaitu:

1.

Acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam Pasal 152 sampai dengan
Pasal 202.
Acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam Pasal 203 sampai
dengan Pasal 204.
Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai
dengan pasal 216.
Dalam acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua lagi:

a. Paragraf 1: Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal

205 sampai dengan pasal 210).
b. Paragraf 2: Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas

jalan (pasal 211 sampai dengan pasal 216).
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Proses pemeriksaan terhadap terdakwa anak pada dasarnya sama
dengan pemeriksaan terdakwa dewasa. Akan tetapi yang membedakan
yaitu cara penanganan dalam hal terdakwa anak, petugas harus lebih
berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan sebisa mungkin
melakukan pendekatan dengan terdakwa anak tersebut dengan cara tidak
menempatkan posisi dia sebagai terdakwa sehingga mempengaruhi

psikologisnya dan menghambat jalannya pemeriksaan.

Peradilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang
berada dalam lingkup peradilan umum. Adapun proses pemeriksaan
terhadap kasus anak nakal yang terkait dengan perkara Nomor. Putusan
05/Pid Sus-.Anak/2015/PN. Bjm yang telah diputus pengadilan negeri

Banjarmasin ialah:

1. Penyidikan
Penyidikan adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang
ditunjuk berdasarkan undang-undang.' Penyidikan terhadap terdakwa
anak, dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. dalam melakukan
suatu penyidikan ini terdapat syarat-syarat untuk dapat diterapkan
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah telah

berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh

! Andi Hamzah , Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120.
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orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan
memahami masalah anak.

Dalam perkara Nomor. Putusan 05/Pid Sus-.Anak/2015/PN. Bjm
terdakwa anak ditahan dalam tahanan dengan penetapan penahanan di
rutan oleh’:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2015 s /d 03 Pebruari 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Pebruari

2015 s/d tanggal 15 Maret 2015.

3. Penangguhan-penangguhan penahanan Penyidik Polisi sejak

tanggal 25 Pebruari 2015 s/d 17 Pebruari 2015.

4. Penunutut Umum sejak tanggal 25 Perbruari 2015 s/d tanggal 01

Maret 2015.

5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Pebruari

2015 s/d tanggal 07 Maret 2015.

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08

Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015.

2. Penuntutan
Pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan
sebagai berikut:"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

? Berkas Surat turunan putusan nomor: 05/Pid Sus-.Anak/2015/PN. Bjm.
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dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan”.’

Dalam hal ini dan menurut acara yang diatur dalam KUHAP
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim disidang
pengadilan. Dalam KUHAP tentang wewenang pemuntut umum
dalam hal*:

a. Mempersiapkan tindakan penuntutan.

b. Melaksanakan penuntutan disidang pengadilan.

c. Melaksanakan pelaksanakan penetapan hakim.

d. Melaksanakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luarbiasa.
e. Dalam perkara koneksitas.

Penuntut juga diberi wewenang untuk melakukan penahanan
terhadap terdakwa anak tersebut dalam jangka waktu paling lama 10
hari guna kepentingan penuntutan, dalam menahan tersangka
ditingkat penuntutan, penuntut wajib mempertimbangkan dengan
sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut dilakukan secara tegas

dalam surat perintah penahanan.

Dalam perkara nomor : 05/ Pid Sus-. Anak /2015/PN. Bjm
terdakwa ditahan oleh penuntut umum selama 5 hari pada tanggal 25
Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015. Tuntutan pidana

dari penuntut umum yang pokok-pokoknya agar hakim pengadilan

* Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia....,161.
* Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana,(Jakarta: 1982),83.
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negeri banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara putusan

nomor : 05/ Pid Sus-. Anak /2015/PN. Bjm ini memutuskan” :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Iwan Als Iwan Bin Sukri
(alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam
jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1)
Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Iwan Als Iwan Bin
Sukri (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa
tetap dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan
penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
* 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,05 gram (berat bersih
tanpa kemasan) dirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai Rp.50.000,-Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp 2.000,-

> Berkas Surat turunan putusan nomor: 05/Pid Sus-.Anak/2015/PN. Bjm.
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Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Iwan Als Iwan Bin Sukri (Alm)
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2015
atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan.Veteran
tepatnya di depan Gg. Halim RT.-Kel.Sei Biu Kecamatan Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin
telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan
I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara
lain sebagai berikut:

Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula
ketika saksi Wisnu Prasetyo, saksi Wahyu Tri Laksana, dan saksi
Rahmatullah (ketiganya petugas kepolisian) mendapatkan informasi dari
masyarakat bahwa ada seseorang yang dapat menyediakan pesanan
narkotika jenis sabu-sabu di Jalan. Veteran tepatnya di depan Gg. Halim
menindaklanjuti informasi tersebut saksi Wahyu Tri Laksana melakukan
penyamaran sebagai pembeli (undercover buy), selanjutnya saksi Wahyu
Tri Laksana menemui terdakwa dengan tujuan untuk memesan 1 (satu)

paket sabu-sabu dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,-
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(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah menerima
uang tersebut terdakwa langsung pergi menuju Jl. Seberang masjid untuk
memebeli sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui
namannya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah
mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa kembali menemui saksi
Wahyu Tri Laksana, selanjutnya datang beberapa orang petugas
kepolisian berpakaian preman untuk melakukan pemeriksaan dan
menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu beserta uang
tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa barang bukti
yakni 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,05 gram yang ditemukan pada
penguasaan terdakwa tersebut pada saat ditanyai mengenai ijinnya
terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya, selanjutnya terdakwa berikut
barang buktinya langsung diamankan guna diproses lebih lanjut Adapun
sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang
Surabaya nomor Lab. 0755/NNF/2015 tanggal 04 Februari 2015 yang
diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Dr.
M. S. Handajani, M.Si, DFM.Apt temyata Positif mengandung
Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor
urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114

ayat (1) Undang-undang RI Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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Dan untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian
terhadap dakwaan tersebut penuntut umum mengajukan saksi yang
setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya:

Saksi I Nama : Wisnu Prasetyo, di depan persidangan di
bawah sumpah. Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut :

Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan
terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa
Muhammad Iwan Als Iwan Bin Sukri (Alm) terjadi pada hari
Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita di Jalan .
Veteran tepatnya depan Gang Halim Rt.- Kelurahan Sei. Bilu
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap
terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket sabu-
sabu.

Bahwa benar untuk barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu
disita dari terdakwa yang pada saat itu menyerahkan langsung
kepada saksi.

Bahwa benar saksi memesan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut

kepada terdakwa seharga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh

ribu rupiah) serta pada saat itu uangnya sudah saksi serahkan

kepada terdakwa.
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Bahwa benar sesaat setelah penangkapan saksi dan rekan
kerja ada menanyakan kepada terdakwa perihal darimana
terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab terdakwa
bahwa ia mendapatkan dari seorang laki-laki yang tidak ia ketahui
namanya di Jalan. Seberang Masjid.

Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap terdakwa
tersebut bermula dari informasi masyarakat perihal seorang yang
dapat menyediakan pesanan narkotika jenis sabu-sabu di Jl.
Veteran tepatnya di depan Gg. Halim yang kemudian diketahui
bemama Sdr. Muhammad Iwan Als Iwan Bin Sukri (Alm),
kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut pada hari
Senin tanggal 12 Januari 2015 skj 16.30 Wita saksi mendapatkan
perintah dari kanit II untuk melakukan tugas Pembelian
Terselubung (Undercover Buy) yaitu dengan datang menemui
terdakwa di Jalan Veteran tepatnya depan Gang Halim Rt.-
Kelurahan Sei. Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin.

kemudian langsung memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan
langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah
terdakwa menerima uang tersebut dia langsung pergi keluar dan
saksi tidak mengetahui tujuannya kemana, kemudian sekitar + 20

menit terdakwa datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket
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sabu sabu kepada saksi, dan beberapa saat setelah saksi menerima
sabu sabu tersebut kemudian datang rekan kerja saksi dan sdr
Wisnu Prasetyo serta beberapa rekan kerja saya lainnya dan
langsung menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa dan barang
bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk
diproses lebih lanjut. Atas keterangan saksi tersebut anak
membenarkan dan tidak berkeberatan.

Saksi IT Nama : Rahmatullah, SH., di depan persidangan di bawah
sumpah juga memberikan keterangan yang sama dengan saksi I
Wisnu Prasetyo dikarenakan pada saat kejadian tersebut mereka
berdua adaalah polisi yang menyamar sebagai pembeli yang
melaksanakan perintah dari atasan untuk melakukan penyamaran
tersebut..

Dalam putusan nomor : 05/Pid Sus-.Anak/2015/PN. Bjm
perkara penjualan narkotika yang dilakukan anak, anak
dipersidangkan didampingi oleh penasehat hukum Tri Aguvina,
SH. Dari LBH UNLAM Banjarmasin. Dalam pemeriksaan
Pengadilan Negeri tersebut telah membacakan® :

1. Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari

Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor.

B/167/Q.3.10/Euh.2//10/2014 Tanggal 26 Februari 2015.

® Berkas Surat turunan putusan nomor: 05/Pid Sus-.Anak/2015/PN. Bjm.
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2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor. 05/Pid.Sus- anak/2015/PN. Bjm, perihal penunjukan
majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut.

3. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Banjarmasin Nomor. 05/Pid.Sus- anak/2015/PN. Bjm, perihal

penetapan hari sidang.

C. Landasan Hukum Dalam Pemidanaan Hukuman Bagi Pelaku Penjualan
Narkotika Oleh Anak
Pada perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin
dengan putusan nomor 05/Pid.Sus- anak/2015/PN. Bjm dalam kasus
penjualan narkotika oleh anak. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam
surat tuntutannya menjadikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Ialah
“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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Bila ditarik dari pasal tersebut yang di jadikan sebagai landasan

hukum dalam penuntutan maka unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang

2. Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan
tanaman.

Unsur pertama “ barang siapa “, adalah setiap orang atau
siapa saja yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang
mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan
Terdakwa Muhammad Iwan als Iwan bin Sukri (Alm) ke muka
persidangan, karena didakwa melakukan tindak pidana Terdakwa
tersebut sudah jelas nama dengan identitasnya lengkap yang
dibenarkan oleh Terdakwa itu sendiri serta Terdakwa , sehat
jasmani maupun rohani, sehingga terhadap pebuatannya dapat
dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian unsur
kesatu ini telah terpenubhi.

Unsur kedua “ Secara tanpa hak ”, maksudnya adalah tanpa
alasan yang sah menurut Undang-undang atau tanpa izin dari yang
berwenang, karena Undang-Undang menghendaki setiap
menawarakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

golongan I harus dilengkapi dengan surat izin atau rekomendasi
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dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan
Narkotika, dan ternyata di persidangan telah diperoleh fakta-fakta
kalau para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika
Gol.I berupa sabu-sabu tanpa ijin atau rekomendasi dari yang
berwenang memberikannya, sehingga tidak ada kewenangan pada
diri terdakwa yang tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
putusan nomor 05/Pid.Sus- anak/2015/PN. Bjm
Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin
dengan putusan nomor 05/Pid.Sus- anak tentang pidana penjualan
narkotika oleh anak. Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta
kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara
selama 5 (lima) tahun /2015/PN. Bjm. dan pada saatnya penjatuhan suatu
hukuman yang kira-kira sesuai atau tidaknya dengan kadar pidana yang
dilakukannya dan apakah tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum
tersebut terlalu berat atau tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa.
Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu adanya
sebuah pertimbangan seorang hakim yang dimana sebagai seseorang yang

memutuskan suatu perkara.
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Terkait dengan putusan hakim tentang pertimbangan yang berisi
keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan oleh
penuntut umum yang dimana keterangan para saksi tersebut juga telah
dibenarkan oleh terdakwa akan tetapi ketika seorang hakim menjatuhkan
putusan maka perlu dipertimbangkan menyangkut hal-hal yang
meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

1. Hal-hal yang memberatkan

a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah
dalam pemberantasan Narkoba.

2. Hal-hal yang meringankan

a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
mengulangi lagi

c. Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil penelitian
kemasyarakatan yang menyarankan agar klien (anak)
diberikan sanksi berupa Pidana Penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam
pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan
atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan
sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang

dijatuhkan.
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Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan
terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi
perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan
hukum tetap, maka terdakwa ditetapkan berada dalam
tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa
dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka terdakwa
tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya
perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar
putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu)
paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,05 gram (berat bersih
tanpa kemasan) yang telah dipergunakan untuk melakukan
kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk
mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil
dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka
perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk

negara.
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Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal
dari Undang - undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
Sistem peradilan Pidana Anak serta pasal-pasal dari
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.’
Mengadili :

1. Menyatakan Anak (terdakwa) Muhammad Iwan als
Iwan bin Sukri tersebut diatas terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan , Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam)
bulan, dan Pidana latihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

’ Berkas Surat turunan putusan nomor: 05/Pid Sus-.Anak/2015/PN. Bjm.



61

5. Memerintahkan barang bukti berupa.

a. 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,05
gram (berat bersih tanpa kemasan) dirampas
untuk dimusnahkan.

b. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri
Banjarmasin pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015, oleh kami Gatot
Sarwadi, SH, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam Sidang
yang terbuka untuk umum oleh Kami Gatot Sarwadi, SH selaku Hakim
Tunggal, dibantu oleh H. Masruni selaku Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Hj. Dwi Kurniati, SH., MH. .Penuntut Umum, dan Anak
(Terdakwa) dengan didampingi Orang tua anak serta penasehat

Hukumnya.





